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1. Peraturan daerah kabupaten or 5 Tahun 2018 t

Masyarakat Miskin.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Karanganyar

3. Peraturan bupati Karanganyar Nomor 71 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah
kabupaten karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekertariat Daerah.
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2. Memahami mekanisme pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
Miskin

SOpP Sékfefarlat baerah

1. Literatur peraturan perundahg—undangan
2. Perngkat komputer dan printer
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Apabila SOP tidak dilaksanakan makaakan menghambat kelancaran pemberian bantuan hukum kepada

masyarakat miskin




Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan
pencairan anggaran kepada Bupati melalui Kepala Bagian
Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan
bukti pendukung

Surat Permohonan
L Laporan Penyelesaian Perkara dan bukti
dukungnya

ik
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Melaksanakan verifikasi . Surat Permohonan 3 hari kerja BA Verifikasi
< L Laporan Penyelesaian Perkara dan  bukti
dukungnya
- Disposisi
Menyampaikan konsep jawaban untuk ditandatangani Y tidak [ BA Verifikasi 1 hari Konsep surat
- L Konsep jawaban menerima atau menolak jawaban
< pencairan anggaran bantuan hukum
- <
v
Menyampaikan Jawaban kepada Pemberi bantuan Hukum ya Surat jawaban menerima atau menolak pencairan 1 hari Surat Jawaban

N

anggaran bantuan hukum

kepada Pemberi
Bantuan Hukum




